
BUPATI CILACAP 
PERATURAN BUPATI CILACAP 

NOMOR 	TAHUN 2012 

TENTANG 

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA 
PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENDUDUKI JABATAN STRUKTURAL 

BERDASARKAN BEBAN KERJA 
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI CILACAP, 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 
diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 21 Tahun 2011 disebutkan bahwa Pemerintah Daerah 
dapat memberikan Tambahan Penghasilan kepada Pegawai 
Negeri Sipil dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai 
berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, 
kelangkaan profesi atau prestasi kerja berdasarkan 
pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan 
kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan 
DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan; 

b. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan kesejahteraan 
kepada Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural 
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap, maka perlu 
diberikan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut 
huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap 
tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai 
Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Struktural Berdasarkan 
Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap; 

Mengingat 	: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Kabupaten Da1am Lingkungan Provinsi Jawa 
Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 
1950); 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok 
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 
Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 304 1) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 30, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 
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3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438). 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4578); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4741); 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 12 Tahun 2010 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan 
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap 
(Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2010 Nomor 12, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 51); 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 13 Tahun 2010 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cilacap 
(Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2010 	Nomor 13, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 52); 

_ 	 10. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 14 Tahun 2010 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan 
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah 
Kabupaten Cilacap Tahun 2010 Nomor 14, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 53); 

1 1. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 15 Tahun 2010 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan 
Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 
2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap 
Nomor 54); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 16 Tahun 2010 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Kabupaten Cilacap 
(Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2010 Nomor 16, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 55); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 13 Tahun 2011 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Cilacap Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Cilacap Tahun 2011 Nomor 1 3); 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI CILACAP TENTANG PEMBERIAN 
TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL 
YANG MENDUDUKI JABATAN STRUKTURAL BERDASARKAN 
BEBAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN 
CILACAP. 

Pasal 1 

Memberikan Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil 
yang menduduki Jabatan Stuktural Berdasarkan Beban Kerja di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap, dengan perincian 
sebagai berikut 

1. Pejabat Eselon II/a sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) 
setiap bulan. 

2. Pejabat Eselon II/b sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima 
ratus ribu rupiah) setiap bulan. 

3. Pejabat Eselon III/a sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) 
setiap bulan. 

4. Pejabat Eselon III/b sebesar Rp. 800.000,- (Delapan ratus ribu 
rupiah) setiap bulan. 

5. Pejabat Eselon IV/a sebesar Rp. 450.000,- (Empat ratus lima 
puluh rupiah) setiap bulan. 

6. Pejabat Eselon IV/b sebesar Rp. 275.000,- (Dua ratus tujuh 
puluh lima ribu rupiah) setiap bulan. 

7. Pejabat Eselon V/a sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu 
rupiah) setiap bulan. 

8. Sekretaris KPU sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) 
setiap bulan. 

9. Kepala Sub Bagian pada KPU sebesar Rp. 450.000,- (Empat 
ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan. 

Pasal 2 

Menugaskan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah 
(SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap sebagai 
Pejabat yang bertanggungjawab atas kelancaran pelaksanaan 
Peraturan Bupati ini. 

Pasa1 3 

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan 
Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2012 pada masing-
masing Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Cilacap. 

Menetapkan 
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MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI CILACAP TENTANG PEMBERIAN 
TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL 
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BEBAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN 
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Pasal 1 
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sebagai berikut : 
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setiap bulan. 

Pejabat Eselon III/b sebesar Rp. 800.000,- (Delapan ratus ribu 
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Sekretaris KPU sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) 
setiap bulan. 
Kepala Sub Bagian pada KPU sebesar Rp. 450.000,- (Empat 
ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan. 

Pasal 2 
Menugaskan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah 
(SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap sebagai 
Pejabat yang bertanggungjawab atas kelancaran pelaksanaan 
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Pasal 3 

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan 
Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2012 pada masing­ 
masing Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Cilacap. 
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Pasal 4 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan 
Bupati Cilacap Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pemberian 
Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Yang 
Menduduki Jabatan Struktural Berdasarkan Beban Kerja di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap (Berita Daerah 
Kabupaten Cilacap Tahun 2011 Nomor 1 1) dan Peraturan Bupati 
Cilacap Nomor 71 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan 
Bupati Cilacap Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pemberian 
Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Yang 
Menduduki Jabatan Struktural Berdasarkan Beban Kerja di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap (Berita Daerah 
Kabupaten Cilacap Tahun 2011 Nomor 71) dicabut dan 
dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 5 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap. 

Ditetapkan di Cilacap 
pada tangga1 04 j4 2(11 

UPI CILACAP, 

y 
\ TATT S /ARTO PAMUJI 

Diundangkan di Cilacap 
padatanggal 04 JAJ 
SEKRETARIS DAERAH 
KABIJPATEN CILACAP 
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Bupati Cilacap Nomor 11 Tahun 2011 ten tang Pemberian 
Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Yang 
Menduduki Jabatan Struktural Berdasarkan Behan Kerja di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap (Berita Daerah 
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Ditetapkan di Cilacap 
pada tanggal .@4 JAN 7012 

Diundangkan di Cjlacap 
pada tang«eat (4 JMN 
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